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ABSTRAK

Implementasi Dana Hibah Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Hj.Sumiaty
Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Email : acilsumiati2@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi,Dana Hibah,Organisasi Masyarakat

Pemerintah Provinsi dan Daerah diseluruh Indonesia pada hakekatnya sudah
mengalokasikan dana hibah / bansos, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah
satu daerah pemekaran sudah mengimpelentasikan dana bantuan hibah tersebut. Sebagai
salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini
ditanggani oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah, Provinsi Kalimantan utara. Implementasi secara riil penyaluran dana hibah
/mbansos tersebut masih belum optimal karena berkaitan dengan sumber daya aparatur
pengelola, sosialisasi,sop. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis implementasi
dana hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah, Provinsi Kalimantan wutara (2) untuk Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi dana hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan utara.Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kerangak teori yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teori Edward 111, Kecendrungan untuk menggunakan metode penelitian ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan penelitian
yang dilakukan penulis dengan menggambarkan kejadian dengan apa adanya dengan
kejadian yang diteliti. Hasil penelitian dana hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah diperlukan
beberapa masukan yang sangat penting seperti (1) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Manusia pelaksana pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan perlu
ditingkatkan,(2) Program kerja dan jadwal kegiatan hendaknya terlebih dahulu dipersiapkan
sebelum kegiatan dilaksanakan,(3) Proses verifikasi harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, karena tujuan verifikasi adalah menentukan kelayakan penerima
dana hibah.(4) Lemahnya kontrol terhadap aparatur perlu lebih ditingkatkan yang menangi
proposal yang disampaikan oleh Organisasi masyarakat, tidak segera dilakukan verifikasi
sesuai ketentuan,dan kurangnya koordinasi antar pelaksana.
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ABSTRACT
Implementation Grants At the Bureau of Social Welfare and Social Administration
Provincial Secretariat of North Borneo

Hj.Sumiaty
Graduate Program Open University
Email: acilsumiati2(@gmail.com

Keywords : Implementation , Grants , Community Organizations

Provincial and Local governments throughout Indonesia in fact has allocated grants / bansos,
North Kalimantan provincial government as one of the division have been
mengimpelentasikan aid the grant. As one of the government programs that must be
implemented local government in this case is handled by the Administrative Bureau of Social
Welfare and Community Regional Secretariat, northen Kalimantan province.
Implementation is the real distribution of grants / mbansos is still not optimal because it
relates to the management of personnel resources, socialization, sop. This study aimed (1) to
analyze the implementation of the grant at the Administrative Bureau of Social Welfare and
Community Regional Secretariat, Province of northern Borneo (2) to analyze the factors that
affect the implementation of the grant at the Administrative Bureau Social Welfare and
Community Regional Secretariat, Province of northern Borneo .This method used in this
study is qualitative. Kerangak theory used in this study uses the theory of Edward III,
tendency to use this research method is based on the consideration that this method is
considered particularly relevant to the research conducted by the authors describe the event
with what the incident is being investigated. Results of research grants at the Administrative
Bureau of People's Welfare and Social Secretariat of the Province of North Borneo is
necessary some feedback which is very important as (1) The quality and quantity of human
resources executive at the Administrative Bureau of Social Welfare and Community needs to
be improved, (2) work program and schedule of activities should first be prepared before the
project is implemented, (3) The verification process must be conducted in accordance with
applicable regulations, for the purpose of verification is to determine the feasibility of grant
recipients. (4) The lack of control of the apparatus should be improved which won the
proposal submitted by the Organization society, not immediately be verified according to the
provisions, and lack of coordination among implementers.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Provinsi Kalimantan Utaraterbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun
2012 Kalimantan Utara, sehingga menjadi provinsi ke 34 dan merupakan Provinsi
termuda. Daerah Kalimantan Utara terdiri dari Empat Kabupaten yaitu Kabupaten
Bulungan beribukota di Tanjung Selor, Kabupaten Malinau beribukota di Malinau,
Kabupaten Nunukan beribukota di Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung beribukota di
Tideng Pale Serta Satu Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara berada di paling utara
Pulau Kalimantan dengan luas wilayah total 75.467,70 Km2, terletak antara 114°3522"
dan 118°03'00" Bujur Timur, dan antara 1°21'36" dan 4°24'55" Lintang Utara, berbatasan
diutara dengan Negara Malaysia, Khususnya Negara Sabah dan Sarawak, Laut Sulawesi
disebelah Timur, Kalimantan Timur di sebelah Selatan, dan Malaysia di sebelah.

Iklim di Provinsi Kalimantan Utara beriklim Tropis dan mempunyai dua musim yaitu
musim kemarau dan musim penghujan, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei
sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November
sampai dengan bulan April, namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di
kalimantan Utara kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan
dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali ataupun sebaliknya. Selain itu karena
letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Utara juga dipengaruhi oleh

angin Muson Barat Nopember -April dan Angin Muson Timur Mei-Oktober.
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Secara umum Provinsi Kalimantan Utara beriklim panas dangan suhu pada tahun 2013
berkisar antara 23,9°C di Tanjung Selor pada bulan Februari sampai 33,9°C pada bulan
September.Rata-rata suhu terendah adalah 24,1°C di Tanjung Selor dan tertinggi 32,8°C
terjadi di Tanjung Selor.

Kondisi angin dibeberapa stasiun pengamatpada tahun 2013menunjukan, bahwa
kecepatan angin antara 3 sampai 5 knot. Kecepatan tertinggi adalah S knot terjadi di
Tanjung Selor dan Tarakan, sementara yang terendah adalah 3 knot di Nunukan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan yang cukup berarti
dari tahun ketahun.Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2012 dan
2013.Pada tahu 2012 jumlah penduduk sebesar 572,5 ribu jiwa meningkat menjadi 295,0
ribu jiwa pada tahun 2013.Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Utara telah
bertambah sekitar 22,5 ribu jiwa setiap tahunnya. Periode 2012-2013 pertumbuhan di
Kalimantan Utara sebesar 3,93 persen dengan Kabupaten Tana Tidung mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 7,34 persen (Tabel 4.1).

Tabel 4.1, Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara

1 Bulungan ; 119,8 1230 |
2 Malinau | 08,6 715
a1 Nunukan | 1557 162.7
b g - - [ { R PR I N [T
I Tarakan i 210,7 2188
L5 Tana T:dung | w 19,0
| Jumlah ? 572,5 595,0

I
{

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka, 2014.
Berdasarka gambar Tabel diatas bahwa, Pola persebaran penduduk Kalimantan Utara
menurut luas wilayah sangat timpang.Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat

kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antara kabupaten dengan
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kota.Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Utara adalah 8,49 jiwa/Km2 (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Wilayah di Kabupaten/Kota Tahun 2012-2013

1 | Bulungan  13.108.33 18,70 9.38
2 | "Malrau T 3978593 5675 1.80

3 | Nunukan 1365547 1948 | &918
& Tarakan 25181 036 868,91

5 | TanaTidurg | 330840 472 1.39

f ‘Jumlah ' 70.10994 100 ? 8,49

[—

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka, 2014.

Berdasarkan gambar Tabel diatas bahwa, Provinsi Kalimantan Utara menjadi
provinsi baru berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan jumlah
penduduk.Namun pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif signifikan ini tidak didukung
dengan persebarannya pada Kabupaten/Kota yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi
dari ketimpangan persebaran jumlah penduduk ini, diantaranya ketersediaan akses
transportasi, sarana prasarana yang memadai, ketersediaan lahan yang siap pakai, dan
ketersediaan lapangan pekerjaan yang dianggap menjanjikan bagi masyarakat.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat, adalah kecukupan di bidang
ekonomi. Analisis kerja atau fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan
terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan
pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Regional, perentasi penduduk di atas
garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang ditangani (Tabel 4.3, Tabel 4.4, dan Tabel

4.5).
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Tabel 4.3. Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Provinsi Kalimantan Utara 2011-2013

PERTANIAN 343 R 20 140697 L .43Q 075
2 PERTAMBANGAN DIAN PENGGALIAN 7 151 683 2 505 641 7335637
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 377.8532 1672.04) L T0R R59
3 INDUSTR! FENGOLAHAN OH2.0M CH2,297 F15.A24
o indastn Migas |
Y Incust Vanpa Mizas 052,022 CM2, 207 F1n.624
4. LISTRIK DAN AIR BZLRSIH H3.n04 35,532 57810
5o BANGUNAN O FAG ClU 3RS L TR B
O, PERDAGANCGAN, HOTLL DAN RESTORAN BRI T0S LLTo4ET ] PIRTE RS N
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKAS! 104500 1123290 L0y
2. Peagangkatar . TRVHOS MH4 775 YDLY 1Y
5. Komurikas: © 2300500 208,320 3005907
A& KEUANGAN, PERSEWAAN DAN 345 558 n: AR9 273,120
JASA PERUSAHAAN
QO JASA-JASA 312 AN 450116 $03.RIN
a Proesrtahan Ure e T2 RS, 407 3RK 148 10
B Swasta 17 036 L2 728 45 R2:
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 8,133,867 | 8,980,497 | 9,390,004
PRODUK DOMESTIK REQIONAL BRUTO « 7,359,418 8,147,797 8,683,321

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka, 2014.

Berdasarkan gambar Tabel diatas bahwa,

42798.pdf

Lapangan Usaha

Domestik Regional Bruto Atas Dasar

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara 2011-2013

meningkat cukup baik sekali peningkatannya dari tahun 2011 sebesar Rp.7.359.413

meningkat di tahun 2012 sebesar Rp.8.147.797 dan naik lagi pada tahun 2013 sebesar Rp.

8.653.321.
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Tabel 4.4. Angka Agregatif PDRB Provinsi Kalimantan Utara, PDRB Per Kapita, LPE Sektor

Migas, dan Tingkat inflasi Tahun 2008-2012
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Berdasarkan gambar Tabel diatas bahwa, dapat dijelaskan Angka Agregatif PDRB

Provinsi Kalimantan Utara, PDRB Per Kapita, LPE Sektor Migas, dan Tingkat inflasi

Tahun 2008 sebesar 12,49%,t Tahun 2009 sebesar 2,05% , Tahun 2010 sebesar 7,73%,

Tahun 2011 sebesar 3,21%, Tahun 2012 sebesar 3,86%.

Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2012-2013 (dalam Persen)
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Berdasarkan gambar Tabel diatas bahwa, Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (dalam
Persen) PDRB dengan Migas pada Tahun 2012 sebesar 10,41 persen dan pada Tahun
2013 sebesar 4,56 persen sedangkan PDRB tanpa Migas pada Tahun 2012 sebesar
10.71 persen dan pada tahun 2013 sebesar 6,20 persen.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi Kalimantan Utara dapat
dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Malinau 7.2 ‘ 10,48 428015
Bulungan 4.2 12,04 322 878
Tana Tidung .9 10,21 30..852
Nunukan 4.9 9.5. 304.856
Tarakan 16.7 7.90 422.050

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka, ZU14.

Berdasarkan data jumlah penduduk dan angka penduduk miskin yang ada di Provinsi
Kalimantan utara, presentase angka kemiskinan tertinggi ada di daerah Kabupaten
Bulungan, dan diikuti oleh Kabupaten Tana Tidung. Jika dilihat dari jumlah penduduk,
Kabupaten Bulungan memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Kota Tarakan
dan Kabupaten Nunukan. Namun Jumlah penduduk miskin yang ada relatif lebih banyak
dibandingkan kedua Kabupaten dan kota yang disebutkan tadi. Tingginya tingkat
kemisiknan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Demikian pula halnya di Kabupaten Tana Tidung, jumlah penduduk yang relatif
kecil tidak diikuti dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat.Hal ini disebabkan

kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten
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Bulungan.Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi serta sarana dan prasarana

mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakatnya.

4. Kondisi Kelembagaan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Utara

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, merupakan salah satu
unsur staf di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan Utara.Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ini dipimpin oleh Kepala Biro.Tugas pokok
Kepala Biro, adalah membantu Sekretaris Daerah, melalui Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf
yang handal dalam semua aspek.Salah satunya, yaitu melalui penerapan good governance.
Dalam lima tahun ke depan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta
efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja
akan menjadi dasar dalam perencanaannya.Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari
program pembangunandipersiapkan secara jelas dan terukur, serta dipergunakan dalam
pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Perubahan lingkungan yang strategis baik di
lingkungan internal maupun eksternal, menuntut setiap bagian harus mampu
mengantisipasi perubahan multi dimensi.Untuk itu, dalam menyusun perencanaan dan
merumuskan kebijakan pembangunan, harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Bagian, pada lingkup Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan.
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Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan. Demikian pula kajian stategis pemerintah daerah, baik terkait metodologi
dan pelaksanaan, serta tindak lanjut hasilnya menjadi hal yang juga penting untuk
dioptimalkan. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi  seluruh jajaran pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan akan terus dipicu. Hal ini dilakukan, karena produk kelembagaan,
ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas kinerja yang dinamis, efektif
dan efisien sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya
aparatur pelaksananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu
prioritas program ke depan. Kondisi tersebut diharapkan mampu membantu Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan pemangku kepentingan
lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data, serta
informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemayarakatan akan terus melakukan upaya agar produk kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas kinerja dapat dimanfatkan
oleh stakeholder dan pubik, serta berdayaguna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2014 tanggal
10 Maret 2014, tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas

pokok, yaitu
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Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pembimbingan, serta
pengendalian teknis di bidang keagamaan, tata usaha biro, kesejahteraan dan
penanggulangan narkoba, sosial dan permukiman, tenaga kerja dan transmigrasi,
pendidikan, pemuda dan olahraga, peberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB,
serta kelembagaan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan dan kemasyarakatan
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis bidang
pembinaan keagamaan, pendidikan agama, dan sarana keagamaan serta tata usaha biro;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang
kesehatan dan penanggulangan narkoba, sosial, pemukiman, tenaga kerja dan
transmigrasi;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang
pendidikan, pemuda, olah raga dan kelembagaan kemasyarakatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan KB; serta

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan merupakan salah satu staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara yang bertugas untuk membantu dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kalimantan Utara melalui pembinaan dan pembimbingan secara menyeluruh di

seluruh aspek kehidupan masyarakat.
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6. Struktur  Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2014 Tanggal

10 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 4.7)

/ NG
Kepala Biro Administrnd ”
Rakyat & Kewnssyarelalian

o ROHADIL SE. MAP
i Pambins Uiasos Muds (Vi)
E 1
(R,

. Pambine (V)
35592 19370) | 000
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Sub Bagion Keschatmn & N
Nakots

RNIAWATL, SFag
Meda TK.1 (1D}
JMIONS 201101 2 001

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat, Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakayan terdiri atas :
a. Bagian Keagamaan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1). Sub Bagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama, dan Sarana Keagamaan;
2). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b. Bagian Kesejahteraan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1). Sub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba; dan
2). Sub Bagian Sosial, Permukiman, Tenaga kerja dan Transmigrasi.

c. Bagian Kemasyarakatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1). Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kelembagaan Kemasyarakatan;
2). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
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Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober

2014 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara, menjabarkan tugas di Lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan :

a.

Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan dengan mengerahkan dan memberi petunjuk pada Bagian
Keagamaan, Bagian Kesejahteraan, dan Bagian Kemasyarakatan agar pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

. Merumuskan, merencanakan, serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian

Bagian Keagamaan, Bagian Kesejahteraan, dan Bagian Kemasyarakatan berdasarkan
program kerja agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

Menyusun Pedoman Kerja berdasarkan rencana kerja kegiatan agar pelaksanaan
kegiatan dapat terlaksana sesuai program kerja;

Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
Kepala Bagian Keagamaan

Penyusunan rencana, program, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana
keagamaan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren,

kelembagaan agama dan bina kehidupan beragama;

. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang agama;

Penyiapan bahan perumusan koordinasi fasilitas keagamaan;
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d. Pelaksanaan analisis permohonan bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan agama dan bina
kehidupan beragama;

3. Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan Sarana Keagamaan

a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Keagamaan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana
agama, sarana pendidikan keagamaan dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren,
kelembagaan agama dan bina kehidupan agama;

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keagamaan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitas keagamaan;

4.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;

b. Melaksanakan administrasi tata usaha biro;

c. Melaksanakan dan menyiapkan rencana kerja biro;

d. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan dan pengelolaan bahan inventaris
biro;

5. Kepala Bagian Kesejahteraan

a. Penyusunan rencana, program dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan,
penanggulangan narkoba, sosial, permukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakandi bidang kesehatan, penanggulangan
narkoba, sosial, pemukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;

c. Penyiapan bahan perumusan koordinasi fasilitas di bidang kesehatan,

penenggulangan narkoba, sosial, permukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;
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d. Pelaksanaan analisis permohonan bantuan sarana kesehatan, penaggulangan narkoba,
sosial, permukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;
6.  Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba
a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kesehatan dan
Penanggulangan Narkoba;
b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba;
c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Kesehatan dan
Penanggulangan Narkoba;
d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Kesehatan dan
Penanggulangan Narkoba;
7. Kepala Sub Bagian Sosial, Pemukiman, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Sosial, Permukiman, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Sosial,
Pemukiman, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
¢. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemukiman,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitas Sosial, Pemukiman, Tenaga
Kerja dan Transmigrast,
8. Kepala Bagian Kemasyarakatan
a. Penyusunan rencana, program dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan,
pemuda dan olah raga, kelembagaan masyarakat, perlindungan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan KB;
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah
raga, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
KB;

c. Penyiapan bahan perumusan koordinasi fasilitasi di bidang pendidikan, pemuda dan
olah raga, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
dan KB;

d. Pelaksanaan analisis permohonan bantuan sarana pendidikan, pemuda dan olah
raga, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
KB;

0. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kelembagaan
Kemasyarakatan

a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga dan Kelembagaan Kemasyarakatan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kelembagaan Kemasyarakatan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga dan Kelembagaan Kemasyarakatan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga dan Kelembagaan Kemasyarakatan;

10. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB;
b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
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c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KB;

Kondisi
Kemasyarakatan.

Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai

personil sebanyak 13 (Tiga Belas) orang PNS dan 5 (lima) orang Non-PNS. Dari 13 (Tiga

Belas) orang PNS, terdapat 9 (Sembilan) orang menduduki jabatan struktural.

Kompilasi Sumber Daya Manusia pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada

Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Komposisi Sumber Daya Manusia di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Utara

SDM S.D 31 DESEMBER 2014
NO URAIAN JABATAN s2 s1 D3 SLTA Jumlah
1 Jabatan Struktural 4 5 - ) 9
2 Jabatan Fungsional - - - - N
3 Pelaksana - 2 - 2 4
4 Non PNS - 4 - 1 5
JUMLAH 4 11 - 3 18

Sumber : TU Biro Kesra, 2014

Jumlah pegawai sesuai dengan Tabel V.l menunjukkan, bahwa komposisi dan

jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban kerja yang ada. Peningkatan Sumber Daya
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Manusia baik secar kuantitas dan kualitas perlu dilakukan, agar pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dapat lebih optimal.
b. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan
rakyat Kemasyarakatan sudah cukup memadai, walaupun secara fuungsional masih
terdapat kekurangan.

Kekurangan prasarana tersebut berupa ruangan kantor yang tidak memadai bila
dibandingkan dengan jumlah pegawai dan sarana yang ada, di biro Adm Kesra dan
Kemasyaratan hanya menggunakan 2 ( dua )ruang kerja dengan ukuran masing-masing
ruangan 7x4 m2, dengan kondisi ruang kerja yang begitu sempit mengakibatkan suasana
kerja tidak kondusif dan pelayanan tidak bisa optimal.

Selain ukuran ruangan yang tidak memadai, dari segi privasi ruangan biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan juga sangat tidak mendukung,
belum ada pembatas baik antar bagian maupun antara atasan dengan bawahan. yang
berdampak pada kurang leluasanya proses komunikasi antara masyarakat yang dilayani
dengan pejabat yang melayani.

B. Pengelolaan Hibah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
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1) Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam
belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

2) Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa
berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau
jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.Hibah berupa barang dan jasa dapat
dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. “hibah™ berarti pemberian (dengan
sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Pengertian Hibah Kata
“hibah™ memiliki 2 (dua) makna, yaitu hibah antar personal sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah terkait dengan keuangan
daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakanhibah/penghibahan (schenking) adalah suatu
persetujuan/perjanjian (overeenkomst) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan

(schenker), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (om niet) dan tak dapat
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ditarik kembali, menyerahkan/melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan
penerima hibah (begiftigde) yang menerima penyerahan/penghibahan itu.

2) Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan
pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak
secara terus menerus.

3) Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja
hibah digunakan untuk menganggarkan pemberianhibah dalam bentuk uwang, barang
dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah,
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatanyang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

4) Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau
jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
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telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

5) Buletin Teknis Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah, menyatakan bahwa hibah adalah pengeluaran
pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus.

6) Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa
belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang
dapatdiberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah
pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi
kemasyarakatan yangsecara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, sertatidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan implementasi pemberian dana hibah adalah untuk membantu meringankan
dan mengembangkan diri masyarakat sebagai manusia, sesuai dengan kemanusiaan yang
bermartabat. Selain itu, pemberian dana hibah sesuai dengan amanat konstitusi yang
diberikan kepada pemerintah melalui APBD.

Untuk itu perlu diketahui seberapa besar keberhasilan implementasi dana hibah pada
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara, mengingat pentingnya pemberian dana hibah dalam rangka
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meringankan dan pengembangan diri mansyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa
hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :
1. Implementasi dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara.

Seperti penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa hibah adalah pemberian
uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah. Intinya pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam arti kata
pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah
terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan
dalam anggaran belanja, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial,
tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan,
pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa,
statistik, arsip dan komunikasi dan informatika.

Pemberian Hibah pada Pemerintahan Daerah adalah lebih dekat dengan pemilik hak
pengelolaan kepentingan yaitu rakyat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Administrasi

dan birokrasi yang terlibat adalah ada dalam ruang lingkup yang lebih kecil daripada
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pemerintah pusat. perincian prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah lebih
mudah pada Pemerintah Daerah. dengan Standar Akuntansi yang belum Fixed sejauh ini
mengenai pengelolaan keuangan sektor Publik / pemerintahan, maka pelaksanaan
pengelolaan keuangan sektor Publik / pemerintahan ini wajib dikembangkan seefektif dan
seefisien mungkin dalam kesementaraan kekininian, demi menjadi landasan masa depan
berkelanjutan yang lebih baik dengan segala keterbatasannya.

Pemberian dana hibah pada saat ini sangat ketat sekali dan diawasi melalui Komisi
Pemberantasan Korupsi / KPK, pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah adalah menyesuaikan diri dengan kaidah sosial, hukum, akuntansi dan
administrasi yang rapi yang diminta tuntutan perkembangan zaman. Hibah akan diawali
oleh Proposal dari penerima untuk dimasukkan ke dalam rencana anggaran pemerintah
daerah. setelah itu obyek penerima akan mencatat dan menghasilkan laporan keuangan atas
dana hibah dan Bantuan Sosial yang diterimanya, untuk dipertanggungjawabkan.

Perkembangan bantuan hibah ini ternyata sering menimbulkan masalah hukum
sehingga sering menelan korban baik dari kalangan penyelenggara Negara dalam hal ini
pegawai negeri / Apartur Sipil Negara ( ASN ) maupun kalangan masyarakat itu sendiri,
sebagai akibat dari penyalahgunaan hibah dan bansos yang akhirnya mereka harus
berhadapan dengan masalah hukum, Hal ini bisa terjadi paling tidak ada dua faktor
penyebab yaitu, pertama, belum adanya petunjuk teknis mengenai penyaluran dan
pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan yang kedua
sering terjadinya moral hazard di kalangan oknum penyelenggara negara serta oknum
masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang dana hibah dan bantuan sosial selalu diartikan
sebagai pemberian yang tidak perlu dipertanggungjawabkan atau uang kas yang

penggunaannya suka-suka masyarakat. Padahal sesuai ketentuan UU No 17 tahun 2003
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tentang Keuangan Negara bahwa setiap pengeluaran anggaran Negara harus dapat
dipertanggung jawabkan baik secara fisik maupun administratif. Oleh karena itu
masyarakat perlu memahami mekanisme atau prosedur dari mulai perencanaan,
pengusulan (proposal) dan pemanfaatan serta pertanggungjawaban hibah dan bansos.

Penyaluran dana hibah pada Biro Aminsitrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur, Apabila
pelaksanaan dilakukan sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku maka
diharapkan hukum yang seharusnya menjadi payung pelindung, tidak lagi dijadikan alat
untuk mengkriminalisasi orang atau lembaga yang mengakibatkan ketakutan dan
kekhawatiran yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) selaku implementor atau
pelaksana pengelola dana hibah.

Pedoman tentang penyaluran dana hibah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Aturan ini memperjelas kriteria
penerima bansos dan dana hibah. bansos dapat diberikan kepada individu keluarga,atau
masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat dari krisis social,ekonomi,politik,
bencana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, selain itu bantuan sosial
dapat juga diberikan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan
keagamaan, social dan kelompok yang berperan melindungi individu, kelompok
masyarakat yang kemungkinan terjadi rawan social. apabila kreteria tersebut tidak
terpenuhi maka bansos tidak dapat disalurkan. Sedangkan dana hibah, penerimanya harus

memiliki kesamaan visi dengan pemerintah daerah, bantuan social dianggarkan sesuai
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kemammpuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, memenuhi
persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Sedangkan kriteria
persyaratan penerima bantuan hibah adalah memiliki identitas yang jelas serta berdomisili

dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Aspek lain yang perlu dicermati bahwa bantuan hibah jumlahnya terus meningkat
dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari jumlah proposal yang masuk, sehingga apabila tidak
dikendalikan akan menimbulkan dua implikasi. Pertama akan mengurangi kemampuan
pemda untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diamanahkan
dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua akan
menumpulkan kemandirian masyarakat suatu hal yang tidak baik dalam rangka
menciptakan masyarakat madani. Banyak contoh hal-hal kecil yang seharusnya dapat
dilakukan masyarakat (swadaya) sekarang sepenuhnya digeser menjadi beban pemerintah.
Sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas baik dalam hal sumber dana maupun
sumber daya manusia. Bila kondisi ini dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang maka
dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam
mengawasi dan memelihara sarana dan prasarana pembangunan akan semakin melemah
yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang acuh pada lingkungan yang ada

dan akan menumpulkan kemandirian masyarakat.

81

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42798.pdf

Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan
pemanfaatan hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari APBD yaitu dengan
dikeluarkannya Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Ketentuan ini mulai berlaku pada tahun 2012,
sehingga hampir setiap pemda kini sibuk melakukan penyesuaian tata kelola hibah dan
bansos dalam RAPBD 2012. Keluarnya permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang diubah
dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 ini mengandung spirit pelaksanaan prinsip
good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pengelolaan APBD
khususnya dalam penyaluran hibah dan bansos kepada masyarakat. Seperti diketahui
bahwa prinsip good governance menurut UNDP yaitu antara lain prinsip akuntabilitas dan
prinsip transparansi.

Melalui permendagri ini diharapkan tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan hibah dan bansos. Selanjutnya yang perlu dipahami oleh
masyarakat bahwa penerima hibah hibah atau bansos (baik berupa barang atau uang) harus
bertanggung jawab secara formal maupun material atas penggunaan hibah dan bansos yang
diterimanya. Artinya penerima hibah atau bansos akan menjadi objek pemeriksaan
(OBRIK) dari pihak satuan pemeriksa intern pemerintah maupun dari Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah yang diberikan kepada penerima
memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah
daerahdan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah dengan

berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan
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pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan objektif, asas kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional, asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah
banar-banar mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta asas manfaat
untuk masyarakat, yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandanmemenuhi persyaratan
penerima hibah sebagai berikut :

a. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang
jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan.

b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan telah terdaftar
pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah daerah danmemiliki
sekretariat tetap.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa hibah adalah pemberian
uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah. Intinya pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan
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setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam arti kata
pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah
terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan
dalam anggaran belanja, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial,
tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan,
pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa,
statistik, arsip dan komunikasi dan informatika.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD pemberi
rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima hibah berupa uang
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) (rangkap dua) dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.Pertanggungjawaban disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. Hibah dalam bentuk barang
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang
dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau
dokumen lain yang dipersamakan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja

hibahpada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang dan/atau jasa
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dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Sementara penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.Penerima Hibah
berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur
melalui SKPD terkait. Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan
dana, SKPD pemberi rekomendasi wajib memperingatkan penerima hibah dengan
menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali. Apabila peringatan diabaikan
oleh penerima hibah menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah.

Realisasi hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan . Realisasi hibah dicantumkan sebesar Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) vyang telah ditransfer ke rekening penerima
hibah.Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Rohadi, ( Kepala Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provisi
Kalimantan Utara ) yang menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang saya terima, penerapan implemantasi dana hibah pada

Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dalam pelaksana

melaksanakan tugas verifikasi masih belum maksimal apabila diminta atau ditanya

oleh atasan dengan kata lain menunggu perintah, baru melaksanakan verifikasi,
selain itu program kerja secara terinci belum dibuat, mekanisme kerja belum jelas,

saling menunggu. sedangkan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) masih dalam
proses penyusunan’ .
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Berikut Gambaran Skema 4.8 proses pemberian bantuan hibah/Sosial sesuai
Permendagri Nomor 32 tahun 2011 JO Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan peraturan

PJ Gubernur Nomor 11 tahun 2013.

USLLAN TERTULIS CALON PENERIMA

FROPOSAL BANSOS
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h
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Berdasarkan gambar skema diatas bahwa Pemerintah,Pemerintah daerah
lain,perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan
usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (
SKPD ) sesuai dengan pemberdayaan penyelenggraan urusan pemerintah; usulan dana
hibah /bansos dihimpun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selanjutnya kepada
SKPD untuk melaksanakan verifikasi, validasi dan evaluasi sesuai bidang masing — masing
yaitu : Urusan Pendidikan, kebudayaan,pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan ,Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara; urusan
kesehatan  dilaksanakan  oleh ~ Dinas  Kesehatan;  urusan  pemberdayaan
perempuan,anak,keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan masyarakat,pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,Keluarga
Berencana dan Pembangunan Desa; urusan pekerjaan umum  bidangjalan,
jembatan,irigasi,pemukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum; Urusan Keagamaan/peribadatan,lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyrakatan;urusan
kesejahteraan sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksnakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga kerja dan Transmigrasi;urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan,
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;urusan politik,wawasan kebangsaan dan
penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Kebangsaan dan
perlindungan masyarakat;Urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan
oleh Biro Pemerintahan Umum;Urusan Perusahaan Daerah dilaksnakan oleh Biro Ekonomi

dan Pembangunan;urusan kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan
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pangan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan;Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;urusan Perikanan dilaksnakan oleh
Dinas Perikanan dan Kelautan;rusan pelayanan hukum dilaksnakan oleh Biro Hukum dan
Organisasi.

Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SKPD berupa rekomendasi
disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD ) melalui Sekretaris TAPD
dengan tembusan kepada Biro  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat dan
Kemasyarakatan,kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai
dengan prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah, rekomendasi
kepala SKPD menjadi pertimbangan TAPD mencantumkan aloksi anggaran hibah dalam
rangcangan KUA PPAS , kesepakatan KUA PPAS tersebut dibawa ke Kementerian
Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah mendapatkan persetujuanke menterian Dalam
Negeri dibuatlah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang mencantumkan
daftar nama calon penerima, alamat penerima, besaran dana hibah/bansos yang tercantum
dalam lampiran, lalu Gubernur menetapkan daftar penerima hibah/bansos beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD; Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
membritahukan kepada calan penerima hibah/bansos yang terdapat dalam keputusan
Gubernur tadi untuk diproses realisasi pencarian dana hibah/bansos dengan berbagai
syarat/dokumen pencarian yang harus dilengkapi, seprti Naskah Perjanjian Hibah daerah (
NPHD ) fakta integritas, surat pernyaan tanggungjawab yang harus ditandatangani calon

penerima hibah/bansos dengan pejabat yang telah ditetapkan oleh Gubernur; calon
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penerima dana hibah /bansos melengkapi persyaratan yang diminta dan menyerahkan Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan untuk diverifikasi dan
validasi.calon penerima hibah/bansos dalam hal ini ketua/kepala/pimpinan organisasi
kemasyarakatan menandatangani NPHD dan surat fakta integritas dan surat tanggung
jawab, sedangkan dari pihak pejabat yang ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan
Gubernur juga menandatangani NPHD dengan terlebih dahulu melalui paraf secara
hieharki; pencairan dana hibah/bansos dilakukan setelah penandatangan NPHD dan surat
pernyataan serta dokumen penyataan lengkap, pencairan dana hibah/bansos dalam bentuk
uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran lansung( LS ) kepada rekening
penerima/organisasi penerima; dalam mekanisme pembayaran langsung ( LS ) ada 2 ( dua
) institusi yang terlibat, yang pertama Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyrakatan dalam pembuatan SPP dan SPM, yang kedua Biro keuangan dan aset
dalam menertiban SP2D dan proses pecarian.

Berdasaran penjelasan dan gambar skema tersebut, dapat disimpulkan bahwa
verifikasi dan validasi hingga memberikan rekomendasi SKPD terkait, poroposal
permohonan hibah/ bansos dari masyarakat/organisasi masyarakat/L.SM dibagi 2 ( dua )
proposal organisasi kemasyarakatan/ LSM /orsganisasi politik verifikasi dan validasi
hingga memberikan rekomendasi dilaksanakan oleh tim verifikasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD ) terkait, sedangkan proposal permohonan hibah/bansos organisasi
kemasyarakatan khusus bidang keagamaan dilaksanakan oleh Biro Administrasi
Keserjahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Implementasi kebijakan dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari tujuan atau
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sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang
ingin diraih.

Merujuk pada teori tentang Impelmentasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George
C. Edwards IIl. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:
komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.
1. Komunikasi

a. Kejelasan terkait dengan Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan dana hibah pada Biro
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi
Kalimantan utara

b. Kejelasan terkait dengan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan guna
mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat.

c. Kejelasan dan Pemahaman yang dimiliki oleh Implementator dalam pelaksanaan
kebijakan dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan utara.

2. Sumber Daya
a. Kejelasan Jumlah, Tugas dan Kompetensi yang dimiliki Implementator.

b. Kejelasan terakait dengan Sumber Daya financial/ Anggaran.
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3. Disposisi

a. Kejelasan terkait dengan melihat bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan cara menerima pendapat

orang lain.

4. Struktur Birokrasi
a. Kejelasan terkait dengan Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan
Kebijakan penyaluran dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan utara.

b. Kejelasan terkait dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Implementor Kebijakan.

c. Sistem Pengawasan yang digunakan dalam Pelaksnaaan Kebijakan penyaluran dana
hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah,
Provinsi Kalimantan utara.

Keempat faktor diatas harus dilakukan secara simultan karena dalam teori ini ke
empat faktor ini memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat dipahami secara mendalam
tentang implementasi kebijakan, khususnya Implementasi Kebijakan dana hibah pada Biro
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan utara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana hibah pada Biro
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi

Kalimantan utara.

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi dikarenakan melalui komunikasi pembuat keputusan dan kebijakan dapat

mengetahui apa yang akan dikerjakan (Edwards, 1980). Pengetahuan yang mumpuni dari
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para pengambil kebijakan nantinya akan diteruskan kepada sumber daya yang ada, yaitu
pelaksana.

Penerusan informasi menjadi penting, karena menjadi dasar untuk menjalankan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pengambil kebijakan. Komunikasi yang terjalin
idealnya harus akurat, baik ditingkat pembuat keputusan maupun pelaksana. Namun pada

kenyataannya hambatan yang dijumpai terletak pada proses pelaksanaan komunikasi.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Rohadi, ( Kepala Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyrakatan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara ) yang menyatakan bahwa :

“Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, belum terjalinnya
koordinasi yang baik antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Pelaksana yang
dimaksud, adalah tim verifikasi dana hibah. Pada kenyataannya tim verifikasi tidak
melakukan rapat atau pertemuan yang intensif untuk membahas proposal dana hibah
dari masyarakat. Padahal seyogyanya pertemuan atau rapat sangat perlu dilakukan,
agar seluruh anggota tim mengetahui dengan baik fungsi dan tugasnya masing-
masing. Melalui pembagian fungsi dan tugas sesuai dengan kompetensi, maka
implementasi dana hibah dapat lebih optimal™.

Hal ini sejalan juga dengan hasil wawancara dengan bapak Hamsi, ketua organisasi
kemasyarakatan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang
menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang kami terima, Komunikasi pada tataran Biro Adminstrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dirasakan belum berjalan dengan baik,

baik antar pejabat dan pelaksana maupun unit kerja  (Tim verifikasi) hal ini

disebabkan karena alasan waktu untuk melaksanakan pertemuan hamper tidak
tersedia”.

Demikian pula halnya dengan pembuat kebijakan. Komunikasi yang baik antara

pihak pelaksana dengan pimpinan, mampu mengotimalkan implementasi dana hibah di

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Melalui komunikasi yang
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akurat mampu menyelesaikan permasalahan dan kendala ditingkat pelaksana, dengan
memperhatikan petunjuk dan masukan positif dari pimpinan.

Ditingkat penerima dana hibah, komunikasi yang terjalin juga masih kurang baik.
Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, terkait
ketersediaan dana hibah pada Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi
Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa organisasi
kemasyarakatan, tanggapan dan kelanjutan terhadap proposal yang telah diajukan lambat
diterima. Pemberitahuan mengenai kelengkapan dan persyaratan yang terlewatkan atau
tidak memenuhi krieria diberitahukan menjelang batas akhir perbaikan. Kondisi ini
terkadang menyulitkan penerima dana hibah, mengingat keterbatasan kemampuan dan
personil dari masyarakat dan kelompok masyarakat penerima hibah.

Komunikasi yang baik diharapkan tidak hanya terjadi di tingkat pelasana saja.
Namun jalur komunikasi hingga ke penerima perlu diperhatikan, agar implementasi dana
hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dapat optimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud, yaitu sumber-sumber yang dapat mendukung serta
menentukan keperhasilan pelaksanaan. Dalam hal implementasi ini sumber daya
terpenting, adalah sumber penggerak dan pelaksana, yaitu manusia.

Untuk menganalisis Sumber Daya pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan diawali dengan jumlah pegawai yang ada, baik itu PNS dan Non-PNS.
Hingga saat ini jumlah keseluruha pegawai, adalah 18 (Delapan Belas) orang, jumlah ideal
pegawai pada Biro Administasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan berjumlah 22
(Dua Puluh Dua) orang. Jumlah minimal tersebut berdasarkan jumlah Sub-Bagian yang

ada. Biro Administasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga)
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Bagian, masing-masing Bagian membawahi 2 (dua) Sub-Bagian, dan tiap Sub-Bagian

minimal memiliki 2 (dua) orang staf pegawai.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Rohadi, ( Kepala Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyrakatan Sekretariat Daerah Provisi
Kalimantan Utara ) yang menyatakan bahwa :

“Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi dana hibah, adalah
kekurangan SDM. Jumlah pegawai menjadi hal yang penting, karena mengingat
banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan membutuhkan personil yang sesuai
dengan standar kebutuhan, paling tidak mencukupi rasio 1 (satu) Sub-Bagian dibantu
oleh minimal 2 (dua) orang staf (pegawai), selain itu kehati-hatian tingginya rasa
kekhawatiran

Seperti terlihat pada tabel 4.8. tentang data calon penerima hibah tahun 2014 sangat

rendah sekali realisasi yang ada sperti kurangnya dari sumber daya manusia yang ada

sangat berpengaruh terhadap kinerja.

Tabel 4.9 Data calon penerima hibah Tahun 2014

No | Penerima Hibah Angg;:;:hDana R(ez;{l;:z;sn Impl(e;(l)e)ntam
Bidang 11.350.000.000,- | 1.500.000.000,- 13
1 Organisasi
Keagamaan
Bidang 45.905.000.000,- | 20.995.000.000 45
2 Organisasi
Kemasyarakatan
Komisi Pemilihan 17.000.000.000,- 0 0
3 Umum(KPUD )

Sumber: Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Prov. Kaltara (2014)

Sedangkan secara kompetensi, profesionalisme, serta etika dan budaya kerja
(kualitas) Pegawai yang ada di lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan masih sangat perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan sering terjadi rotasi

Pegawai dan pengisian formasi pada masing-masing bagian dan sub bagian yang ada
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belum sesuai dengan kualifikasi kebutuhan , sehingga Pegawai belum terlalu memahami
secara mendalam mengenai prosedur dan penyaluran dana hibah. Hal ini berdampak pula
pada implemantasinya.

Dalam penyusunan formasi, hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi dasar
penyusunan dalam hal kompetensi, diantaranya :

Sifat pekerjaan;

Jenis Pekerjaan;

Perkiraan Beban Kerja;

Perkiraan Kapasitas Pegawai;

Jenjang dan jumlah jabatan serta kepangkatan;
Kebijakan pelaksanaan pekerjaan; dan
Peralatan yang tersedia

e oo o

Hal lain yang mempengaruhi sumber daya dalam keberhasilan implementasi,
khususnya sumber daya manusia menurut Edward III (1980), adalah biaya. Di Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan biaya yang terkait dengan
Sumber Daya, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sarana prasarana sangat
mencukupi.

Hal in1 sejalan juga dengan hasil wawancara dengan bapak.Luthfi , selaku Kabag
Organisasi Biro Hukum dan Organisasi yang menyatakan bahwa :

“Tentang Sumber Daya menurut penjelasan yang kami terima, baik kualitas maupun
kuantitas memang masih dirasakan belum memadai bila dibandingkan dengan tugas
dan fungsi Biro Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,jumlah
pegawai yang sangat minim hanya 18 orang,sarana dan prasarana dirasakan sudah
cukup namun tidak sesuai dengan ruang kerja yang sempit, sehingga ruang gerak
untuk melakukan aktifitas sangat terbatas™.

Berdasarkan hasil wawancara, dana yang disediakan untuk pelaksanaan dana hibah
mampu mengcover seluruh biaya operasional, sehingga biaya tidak menjadi kendala dalam

pengimplementasian dana hibah di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan.
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keberhasilan implementasi dana hibah di
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan provinst Kalimantan Utara
saat ini dipengaruhi oleh kuantitas pegawai dan kualitasnya. Secara kuantitas, jumlah
pegawai yang ada masih di bawah standar jika dilihat dari jummlah sub-bagian. Secara
kualitas, pegawai yang ada dan yang akan direkrut untuk memperkuat formasi pegawai
pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan provinsi Kalimantan
Utara harus memperhatikan kualitas dan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan
yang telah ditetapkan.
c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward 11l (1980) dalam teori implementasi, adalah
karakteristik pelaksana. Karakteristik pelaksana ini ditunjukkan dengan sikap pelaksana
dalam menerima sebuah kebijakan. Sikap positif akan mempermudah tercapainya tujuan
yang diharapkan, demikian pula sebaliknya. Sikap negatif dari pelaksana dan pembuat

kebijakan akan mempersulit proses implementasi.

Seperti wawancara kami dengan bapak ( Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyrakatan Sekretariat Daerah Provisi Kalimantan Utara ) yang
menyatakan bahwa :

“Apabila dilihat kondisi di lapangan, tidak berjalannya sistem yang telah disiapkan

bukan disebabkan karena sikap negatif dari pelaksana dalam menyikapi kebijakan,

namun lebih dikarenakan kemampuan pelaksana dalam menjalankan dan
mengapikasikan sistem yang telah disediakan untuk membantu pelaksanaan dana
hibah.”.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Hary Prawoto, selaku Kepala
Biro Keuangan dan Aset yang menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang kami terima, bahwa disposisi pada proposal yang masuk
kepada Biro Administrasi Kesejahteraa Rakyat dan kemasyarakatan tidak segera
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tanggapi, hal ini dikarenakan pelaksana belum mamahami dengan baik system /

aplikasi yang telah ada, idealnya apabila ada proposal masuk langsung di input dalam

system, namun hal ini belum dilakukan™.

Berdasarkan hasil analisis, disposisi pada keberhasilan implementasi di Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sejauh ini dipengaruhi oleh
kualitas sumber daya yang tersedia. Jika kemampuan mengaplikasikan sistem telah

dikuasai dengan baik oleh pelaksana, maka disposisi akan berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

d.  Organisasi dan Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dan organisasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan
implementasi, karena berperan sebagai pembuat kebijakan hingga pelaksana dalam suatu
sistem atau kegiatan. Bisa saja pelaksana sudah melaksanakan disposisi dengan baik,
namun terhambat pada implementasi birokrasi yang diatur dalam dalam SOP (Standar
Operasional Prosedur).

Kewajiban mengelola dana hibah di tingkat Provinsi, adalah Gubernur, yang
dievaluasi oleh SKPD terkait dan TPAD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,
pelaksana yang menangani dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, adalah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
Hibah kepada kelompok masyarakat pada Pasal 6 ayat (6), Peraturan Gubernur Nomor 11
tahun 2013, adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non-pemerintah,
lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi

masyarakat lainnya. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (7) hibah kepada satuan pendidikan
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swasta diberikan kepada satuan pendidikan swasta yang wilayah kerjanya berada di
wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan observasi, proses pelaksanaan dana hibah sudah mempunyai organisasi
dan struktur birokrasi yang jelas. Dalam pasal 15 sampai dengan pasal 24 Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 pelaksanaan dan penatausahaan telah dijabarkan secara
terperinci. Namun pada kenyataannya pelaksanaan verifikasi proposal dana hibah yang
telah ditetapkan melalui unit kerja yang menangani, yaitu tim verifikasi dan monev tidak
berjalan optimal.

Seperti wawancara kami dengan bapak Taufik Hidayat, selaku Kabag Organisasi
Biro Hukum yang menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang saya terima tentang Organisasi Struktur Organiasi pada

Biro Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, sebenamya

penanganan dana hibah sudah jelas diatur dalam Permendagri 32/2011 dan 39/2012

dan dijabarkan secara terinci diatur pula dalam Peraturan Gubernur no 11 tahun

2013, namun pada tataran pelaksana belum dapat menterjemahkannya dengan baik,

kurang sosialisasi kepada pemohon hibah, selain itu Unit kerja ( Tim Verifikasi )

tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai verifikator .sehingga pemohon hibah
terkadang merasa kecewa”.

Seperti wawancara kami dengan bapak Rohadi, ( Kepala Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyrakatan Sekretariat Daerah Provisi Kalimantan Utara )
yang menyatakan bahwa :

“Hasil analisis menunjukkan unit kerja yang ditetapkan tidak melakukan tugas dan

fungsinya secara optimal, sosialisasi dana hibah yang seyogyanya dilakukan oleh

unit kerja yang menangani dana hibah masih sangat minim karena tidak menjalankan
fungsinya dengan baik dan adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas
pelaksanaan dana hibah. Kondisi ini menimbulkan sikap saling menyalahkan antar
instansi terkait. Dampaknya, para penerima dana hibah merasa birokrasi yang harus

dihadapi sulit dan terlalu berbelit-belit. Selain itu mudah terjadi penyelewengan
dalam proses pengajuan dana hibah™.
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e.  Interpretasi

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang
menjadi pijakan penyaluran dana hibah hanya sebatas pada pengajuan proposal, SK
Gubernur, naskah perjanjian hibah, dan nomor rekening. Persyaratan pengajuan dana hibah
jika mengacu pada Pergub Nomor 11 Tahun 2013, selain sesuai dengan Permendagri
Nomor 32 Tahun 2011 dilampiri fotocopy ijin pendirian/akta notaris, susunan/struktur
kepengurusan, NPWP, ijin operasioanl dan surat keterangan domisili.

Setelah dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi kepala SKPD menyampaikan hasil
verifikasi kepada kepada Gubernur melalui Ketua TAPD dengan tembusan Kepada Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Selanjutnya Ketua TAPD
mendisposisi dan mendistribusikan hasil verifikasi dan evaluasi kepada BAPPEDA untuk
diinventarisasi. Ketua TAPD beserta anggota memberikan pertimbangan rekomendasi,
yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Dana Hibah (DNC-PBH).
Sampai akhirnya Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-PBH

berdasarkan hasil evalusi dan verifikasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

Seperti wawancara kami dengan bapak Rohadi, ( Kepala Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyrakatan Sekretariat Daerah Provisi Kalimantan Utara )
yang menyatakan bahwa :

“Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kondisi yang ada berbeda dengan apa
yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013. Calon penerima
dana hibah untuk tahun anggaran 2014 sudah terlebih dahulu di-plot-kan tanpa
melalui proses seperti yang telah diuraikan dalan Pergub tersebut. Hal ini dilakukan
mengingat Kalimantan Utara merupakan Provinsi baru dan perlu dukungan
organisasi mitra kerja untuk dapat menjalankan kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah.

Sebagai contoh, adalah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yaitu
organisasi semi pemerintah yang melaksanakan kegiatan dibidang olahraga. KONI
sebagai organisasi yang melakukan pembinaan langsung kepada atlit untuk
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meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Dengan memberikan dana hibah,

diharapkan kegiatan organisasi dapat melaksanakan pembinaannya dengan baik™.

Hal ini sejalan pula dengan hasil wawancara dengan bapak M.Iskandar,HS selaku
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang saya terima, Interpretasi belum sejalan dengan permedagri

32/2011 dan 39/2013 serta Peraturan Gubernur No 11/2013, Kebijakan yang diambil

pada tahun 2014, mengingat provinsi Kalimantan Utara, Provinsi baru, sehingga

perlu dukungan organisasi dalam menyukseskan program pembangunan di

Kalimantan Utara, untuk itu maka dalam rangka membangun kekuatan Organisasi

kemasyarakatan yang sejalan dengan program pemerintah, maka anggaran hibah

untuk organisasi kemasyaratan yang telah mempunyai kekuatan hokum dan secara
terstruktur telah terbentuk dari pusat ( pemerintah pusat ) telah disiapkan ( diploting)
terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pos Hibah
kepada Organisasi Kemsyarakatan, seperti KONI, KNPI, PKK, DharmaWanita,

MUI, Kwarda Pramuka.dll”.

Melihat fenomena yang ada di lapangan, maka hasil analisis menunjukkan
interpretasi pada keberhasilan implementasi dana hibah di Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang
sudah ditentukan.

f. Penerapan

Ketersediaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi.Berdasarkan
hasil observasi di lapangan, dana hibah sudah diatur dengan jelas melalui Permendagri
Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Kemudian dipertegas
dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun Tahun 2013.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara, bahwa pedoman dan aturan tentang

pemberian dana hibah telah dijelaskan secara terperinci baik dalam Permen dan Pergub,

akan tetapi dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain
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itu, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyaluran dana hibah
mengakibatkan keberhasilan implementasi belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis,mekanisme dan tahapan penyaluran dana hibah
termamasuk didalamnya jadwal kegiatan monitoring, evaluasi, dan verifikasi oleh tim
belum tersedia, demikian pula dengan program kerjanya. Idealnya program kerja dan
jadwal kegiatan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Rohadi, selaku Kepala Biro
Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyrakatan yang menyatakan bahwa :

“Menurut penjelasan yang saya terima, penerapan implemantasi dana hibah pada

Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kemasyarakat, dalam pelaksana

melaksanakan tugas verifikasi apabila diminta atau ditanya oleh atasan dengan kata

lain menunggu perintah, baru melaksanakan verifikasi, selain itu program Kkerja
secara terinci belum dibuat, mekanisme kerja belum jelas,saling menunggu.

Sedangkan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) masih dalam proses penyusunan™.

Hasil analisis menunjukkan, implementasi dana hibah secara umum sudah terlaksana
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya measih terdapat
kekurangan-kekurangan. Komunikasi, sumber daya, dan interpretasi menjadi hal yang
sangat penting untuk dilakukan perbaikan, agar implementasi dana hibah pada Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dapat optimal. Meskipun ketiga
hal tersebut menjadi fokus utama perbaikan untuk dapat mengoptimalkan implementasi
dana hibah, bukan berarti ketiga faktor lain, yaitu disposisi, organisasi dan struktur
birokrasi, serta penerapan sudah berjalan sesuai yang diharapkan sehingga tidak perlu
dilakukan pembenahan. Keenam hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi harus
saling bersinergi dan mampu berjalan minimal mendekati tingkat ideal, agar implementasi

dana hibah untuk tahun-tahun berikutnya pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat optimal.
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Hasil penelitian tersebut juga menegaskan Teori Edwards 11l bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi, interpretasi, penerapan dan satu dengan yang lainny saling terkait dalam proses
implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan
kebijakan dengan lebih baik dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan faktor

komunikasi, sumber daya, disposisi, interpretasi, penerapan secara bersama-sama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42798.pdf

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarakan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan
penelitian, yaitu :

1. Implementasi dana hibah pada Biro Adminisrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara belum optimal.
Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun
2014 dan 2015 pada Biro Adminisrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dilakukan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan Pemberian hibah
dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan
berkeadilan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana hibah pada Biro Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara, adalah:

a. Sumber Daya, khususnya Sumber Daya Manusia yang masih lemah baik secara
kuantitas maupun kualiatas. Hal ini dilihat dengan jumlah pegawai yang masih di
bawah standar minimal jika dibandingkan dengan bagian dan sub-bagian yang ada.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani dana hibah belum seluruhnya dapat

menterjemahkan dengan benar Peraturan Gubernuar Nomor 11 Tahun 2013, tentang
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Pedoman pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

c. Lemahnya kontrol terhadap aparatur yang menangi proposal yang disampaikan oleh
Organisasi masyarakat, tidak segera dilakukan verifikasi sesuai ketentuan,dan
kurangnya koordinasi antar pelaksana, menjadi faktor mempengaruhi keberhasilan
implementasi dana hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Utara.

B. SARAN
1. Secara teoritis, untuk dapat meningkatkan implementasi dana hibah pada Biro

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Provinsi

Kalimantan Utara maka diperlukan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan

dalam uapaya memberikan pelayanan yang lebih baik menuju provinsi yang

berbudaya dan terdepan.
2. Secara praktis maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Kompetensi, profesionalisme serta etika dan budaya kerja agar lebih ditingkat
dengan mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada pendidikan dan
pelatihan — pelatihan , jumlah ( kuanitas ) Apartur Sipil Negara ( ASN )
/Sumber Daya Manusia pelaksana pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
masih dibawah standar yang ada, untuk itu perlu penambahan pegawai.

b. Sebelum kegiatan dlaksanakan program kerja dan jadwal kegiatan hendaknya
terlebih dahulu dipersiapkan, pendistribusian dana hibah dan bansos agar benar-
benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan standar prosedur yang telah

ditetapkan.
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c. Proses verifikasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
karena tujuan verifikasi adalah menentukan kelayakan penerima dana hibah,
koordinasi dan komunikasi diharapkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi,
dengan komunikasi yang baik maka calon penerima hibah mendapatkan
kepastian dan kejelasan apakah permohonan mereka diterima atau tidak.

d. Kontrol dan pengawasan terhadap aparatur yang menangi proposal yang
disampaikan oleh Organisasi masyarakat perlu lebih ditingkatkan, karena dengan
dilakukan pengawasan terhadap aparatur yang menangi proposal akan
meminimalkan  kekeliruan dan kesalahan dalam pemberian bantuan
hibah/bansos.

e. Koordinasi dan komunikasi, ditataran pelaksana, tim verifikasi, maupun dengan
calon penerima hibah, diharapkan dapat ditingkatkan lagi, dengan komunikasi
yang baik maka calon penerima hibah mendapatkan kepastian dan kejelasan
apakah permohonan mereka diterima atau tidak, dan yang tidak kalah penting
dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial terutama dalam hal
penggunaan dan laporan pertanggungjawaban, sebelum hibah dan bantuan sosial
diberikan, pihak pemberi harus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
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Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, yakni setiap pertanyaan

dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Utara yang akurat. Adapun beberapa

pertanyaan yang selanjutnya disebut pedoman wawancara sebagai berikut :

Topik :Implementasi Dana Hibah Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Utara
No Daftar Pertanyaan Informan
Menurut Bapak / Ibu apakah komunikasi pada tataran Biro Drs.Hams,S,Sos
.. . . Ormas MUI
1. | Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Provinsi
; . N
sudah berjalan sebagaimana mestinya Kalimantan Utara
Menurut Bapak / Ibu apakah Sumber Daya yang ada pada Drs.Luthfi,Ms,i
. . . i Kabag
5 Biro Adiminstrasi Kesejahteraan Rakyat dan Pensembangan
' Kemasyarakatan sudah memadai baik dari segi kualitas gembang
) . Biro
maupun kuantitas dalam mengelola dana hibah ? .
Kepegawaian
Menurut Bapak / Ibu apakah setiap proposal pemohon Hary .
i . .. . Prawoto,S.SosMsi
3. hibah telah mendapat Disposisi dengan baik oleh
claksana ? Kabag Keuangan
P ] dan Aset
Taufik
Menurut Bapak / Ibu apakah Organisasi dan struktur Hidayat,SE,Msi
4. | Oraginisasi pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Kabag Organisasi
dan Kemasyarakatan sudah berjalan dengano ptimal ? Biro Hukum dan
Organisasi
Menurut Bapak / Ibu apakah pelaksana pengelola dana Kl\gfisaklir:)(igéfiilsv
5. hibah dapat menginterpretasi amanat dari peraturan .
DPRD Provinsi
Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 ? .
Kalimantan Utara
Menurut Bapak / Ibu apakah unit kerja ( TimVerifikasi ) | Rohadi,SE,MAP
dalam Penerapan dana hibah pada Biro Administrasi Kepala Biro
6. Kesejahteraan Rakyat sudah menyusun program kerja , Administrasi
pembagian tugas maupun jadwal dalam melakukan Kesra dan
Verivikasi ? Kemasyarakatan
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Mawar
Menurut Bapak / Ibu siapa saja yang dapat menerima Pelaksana pada
7. . :
dana hibah? Bagian
Kemasyarakatan
Anna
Buata,S.Kom
Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kasubbag
8. | penerima dana hibah dari institusi pemerintah dalam Pemberdayaan
mengajukan usulan? Perempuan dan
Perlindungan
Anak,KB
Alicia
Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon Rahmiaty,S.Ssi
9. | penerima dana hibah dari organisasi kemasyarakatan Kasubbag pada
berbadan hukum dalam mengajukan usulan? Bagian
Kemasyrakatan
Alicia
Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon Rahmiaty,S.Ssi
10. | penerima dana hibah dari organisasi kemasyarakatan Kasubbag pada
tidak berbadan hukum dalam mengajukan usulan? Bagian
Kemasyrakatan
Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon H.Amru
: ) ) L Ikhwan,SH
11. penerima dana hibah dari organisasi tertentu dalam
i Kasubbag
mengajukan usulan?
Keagamaan
Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon H.Amru
) 4 . Ikhwan,SH
12. penerima dana hibah dari masyarakat dalam
. Kasubbag
mengajukan usulan?
Keagamaan
. . Hamka
4’)
s Apa saja elemen pelaporan penggunaan dana hibah® Pelaksana
' Bidang Keuangan
dan Asset
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No

Informan

Jawaban

Waktu

Drs.Hamsi,S,Sos
Ormas MUI
Provinsi
Kalimantan Utara

Menurut  penjelasan  yang kami  terima,
Komunikasi pada tataran Biro Adminstrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
dirasakan belum berjalan dengan baik, baik antar
pejabat dan pelaksana maupun unit kerja( Tim
verifikasi ) hal ini disebabkan karena alasan waktu
untuk melaksanakan pertemuan hampi rtidak

tersedia,selain itu

Drs.Luthfi,Ms,i
Kabag
Pengembangan
Biro Kepegawaian

Tentang Sumber Daya menurut penjelasan yang
kami terima, baik kualitas maupun kuantitas
memang masih dirasakan belum memadai bila
dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro
Adiministrasi  Kesejahteraan =~ Rakyat  dan
Kemasyarakatan,jumlah pegawai yang sangat
minim hanya 18 orang,sarana dan prasarana
dirasakan sudah cukup namun tidak sesuai dengan
ruang kerja yang sempit, sehingga ruang gerak
untuk melakukan aktifitas sangat terbatas.

Hary Prawoto,Msi
Kabag Keuangan
dan Aset

Menurut penjelasan yang kami terima, bahwa
disposisi pada proposal yang masuk kepada Biro
Administrasi Kesejahteraa Rakyat dan
kemasyarakatan tidak segera tanggapi, hal ini
dikarenakan pelaksana belum mamahami dengan
baik system / aplikasi yang telah ada, idealnya
apabila ada proposal masuk langsung di input
dalam system, namun hal ini belum dilakukan.

M.Taufik,SE,Msi

Kabag Organisasi

Biro Hukum dan
Organisasi

Menurut penjelasan yang saya terima tentang
Organisasi ~ Struktur  Organiasi pada Biro
Adiministrasi  Kesejahteraan ~ Rakyat  dan
Kemasyarakatan, sebenarnya penanganan dana
hibah sudah jelas diatur dalam Permendagri
32/2011 dan 39/2012 dan dijabarkan secara terinci
diatur pula dalam Peraturan Gubernur no 11
tahun 2013, namun pada tataran pelaksana belum
dapat menterjemahkannya dengan baik, kurang
sosialisasi kepada pemohon hibah, selain itu Unit
kerja ( Tim Verifikasi ) tidak melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai verifikator .sehingga pemohon
hibah  terkadang merasa kecewa, belum
tersedianya sarana sepeti papan pengumuman,
Stiker, Banner sebagai wadah mensosialisasikan
kepada masyarakat / organisasi pemohon hibah,
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Sosialisasi kepada masyarakat / organisasi/ LSM
karena waktu 2 tahun hanya dilaksanakan 1 kali
yaitu bulan Oktober 2014

M.Iskandar,HS
Ketua Komisi IV
DPRD Provinsi
Kalimantan Utara

Menurut penjelasan yang saya terima, Interpretasi
belum sejalan dengan permedagri 32/2011 dan
39/2013 serta Peraturan Gubernur No 11/2013,
Kebijakan yang diambil pada tahun 2014,
mengingat provinsi Kalimantan Utara, Provinsi
baru, sehingga perlu dukungan organisasi dalam
menyukseskan  program  pembangunan  di
Kalimantan Utara, untuk itu maka dalam rangka
membangun kekuatan Organisasi kemasyarakatan
yang sejalan dengan program pemerintah, maka
anggaran hibah untuk organisasi kemasyaratan
yang telah mempunyai kekuatan hokum dan
secara terstruktur telah terbentuk dari pusat (
pemerintah pusat ) telah disiapkan ( diploting)
terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah dalam pos Hibah kepada
Organisasi Kemsyarakatan, seperti KONI, KNPI,
PKK, DharmaWanita, MUI, Kwarda Pramuka.dIl.

Rohadi,SE,MAP

Menurut penjelasan yang saya terima, penerapan
implemantasi dana hibah pada Biro Administrasi
Kesjahteraan Rakyat dan Kemasyarakat, dalam
pelaksana melaksanakan tugas verifikasi apabila

Kepala Blro diminta atau ditanya oleh atasan dengan kata lain
Administrasi Kesra . i )
dan menunggu perintah, baru melaksanakan verifikasi,
K emasvarakatan selain itu program kerja secara terinci belum
crasyara dibuat, mekanisme kerja belum jelas,saling
menunggu.  Sedangkan Standar  Oprasional
Prosedur ( SOP ) masih dalam proses penyusunan.
Institusi pemerintah, dalam hal ini adalah satuan
kerja dari kementrian atau lembaga pemerintah
non kementrian yang wilayah kerjanya berada di
daerah.
Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang
yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang :
Perekonomian
Mawar c -
Pendidikan
Pelaksana pada
. Kesehatan
Bagian
Keagamaan
Kemasyarakatan K i
esenian

Adat Istiadat

Keolahragaan non-profesional

Organisasi kemasyarakatan (ormas) , meliuti
irganisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan aturan Perundang-undangan yang
berlaku, mencakup :
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Ormas Berbadan Hukum
Ormas Tidak Berbadan Hukum
Organisasi Tertentu

Penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau
lembaga yang wilayah kerjanya di Daerah
Berkedudukan dalam wilayah Daerah
Mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukan
kepada gubernur dan dibubuhi cap dan tanda
tangan pimpinan, ketua, kepala (atau sebulan
lainnya) instansi atau satuan kerja terkait

Buan?;jgél(om Propqsal usulan dana hibah, yang berisi paling
Kasubbag sedikit :

Pemberdayaan Latar Belakang .
Maksud dan Tujuan

Perempuan dan

Perlindungan Rencana Penggunaan

Anak KB Sasaran Program
’ Rencana Anggaran Belanja Hibah
Struktur Organisasi
Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan
bersedia melaporkan hibah ke Kementerian
Keuangan dan Instansi Induk
NPWP
Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi
Memiliki Kepengurusan yang Jelas
Mendapat Pengesahan Badan Hukum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Memiliki Sekretariat Tetap
Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada
Gubernur, Serta Diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat Setempat, Serta
Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan
Alicia Sekretaris (atau sebutan lainnya)
Rahmiaty,S.Ssi Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
Kasubbag pada Latar Belakang
Bagian Maksud dan Tujuan
Kemasyrakatan Rencana Anggaran Biaya

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Profil Lembaga

Susunan Pengurus

Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun
Sebelumnya

Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :

Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Pengurus dan Nomor Telepon yang Bisa
Dihubungi

Rekomendasi dari Instansi Terkait
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Kabupaten/Kota

Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah
Setempat

Foto Lokasi Kegiatan

Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian
Hukum dan HAM

Akte Notaris

Bukti Kepemilikan Gedung atau Bukti
Kontrak/Sewa Gedung/Bangunan Bagi Lembaga
yang Kantor Sekretariatnya Menyewa

Gambar Teknis Untuk Kegiatan Konstruksi
Bukti Kepemilikan Status Tanah yang Akan
Dibangun Atar Nama Lembaga

10.

Alicia
Rahmiaty,S.Ssi
Kasubbag pada

Bagian
Kemasyrakatan

Memiliki Kepengurusan yang Jelas

Telah Terdaftar Pada Pemerintah Daerah
Sekurang-Kurangnya 3(tiga) Tahun
Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Memiliki Sekretariat Tetap

Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada
Gubernur, dan Diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
dan Camat Setempat, Serta Ditandatangani dan
Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris(atau
sebutan lainnya)

Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Rencana Anggaran Biaya

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Profil Lembaga

Susunan Pengurus

Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun
Sebelumnya

Lampiran Proposal yang Terdiri Dan :

Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah
Setempat

Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Pengurus/Panitia

Surat Keterangan Tempat Kegiatan

Foto Lokasi Kegiatan

Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

Surat Keterangan Terdaftar Pada Pemerintah
Daerah Sekurang-Kurangnya 3(tiga) Tahun,
Kecuali Dibentukan Lain Berdasarkan Ketentuan
Perundang-Undangan
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Akte Notaris Mengenai Pendirian Lembaga atau
Dokumen Lain yang Dipersamakan

Bukti Kepemilikan Gedung atau Bukti
Kontrak/Sewa Gedung/Bangunan Bagi Lembaga
yang Kantornya Menyewa

Gambar Teknis Untuk Kegiatan Konstruksi

11.

H.Amri Ikhwan,SH
Kasubbag
Keagamaan

Kepengurusannya Ditunjuk dan Ditetapkan oleh
Organisasi Induk atau Gubernur

Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi
Pemerintah Provinsi Banten

Memiliki Sekretariat Tetap

Permohonan Tertulis yang Ditandatangani dan
Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris(atau
sebutan lainnya), Ditujukan Kepada Gubernur
Proposal yang Sekurang-Kurangnya Memuat :
Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Rencana Anggaran Biaya

Profil Lembaga

Susunan Pengurus

Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :

Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Pengurus/Panitia

Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Pengurus
Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

12.

H.Amri Ikhwan,SH
Kasubbag
Keagamaan

Memiliki Kepengurusan yang Jelas dan Diketahui
oleh Pejabat Setempat Serendah-Rendahnya
Kepala Desa/Lurah

Berkedudukan Dalam Wilayah Daerah
Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada
Gubernur, yang Diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat Setempat, Serta
Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan
Sekretaris(atau sebutan lainnya)

Proposal Sekurang-Kurangnya Memuat :

Maksud dan Tujuan

Rencana Anggaran Biaya

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Profil Lembaga

Susunan Pengurus/Panitia

Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun
Sebelumnya

Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :

Foto Copy Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Pengurus/Panitia dan Nomor Telepon yang Dapat
Dihubungi

Rekomendasi dari Instansi Terkait
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Kabupaten/Kota

Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah
Setempat

Foto Lokasi Kegiatan

13.

Hamka
Bidang Keuangan
dan Asset

Laporan penggunaan hibah yang bermaterai cukup
dan ditandatangani serta dibubuhi cap. Laporan ini
berisi antara lain :

surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur
ruang lingkup kegiatan/penjelasan kegiatan yang
telah dilaksanakan

realisasi penerimaan dan pengeluaran Hibah uang
realisasi penggunaan hibah

lampiran yang diperlukan seperti :

Foto visual kegiatan

Fotokopi buku rekening bank untuk hibah uang
surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD
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